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Abstract

It was written that the CIAS Institute is an institution that stands under the
Department of Public Administration which focuses on the development of
[slamic administration in terms of the development of social institutions. Based
on the regulations of Law Number 33 of 2014 concerning Guarantees for Halal
Products, which has been amended by Law Number 11 of 2020 concerning Job
Creation, Decree of the Head of BPJPH No. 57 of 2021, the guidelines in the Al-
Quran Surah Al-Baqoroh verse 168 are of course to make CIAS the basis for
outreach to MSMEs.. this is because the CIAS institution has a connection with
PKH UIN which has received legality directly from BPJPH. In solving it by
dividing it from Edward's opinion which said that there were 4 factors that
influenced the implementation of policies including: Communication,
Resources, Position, Bureaucratic structure. The researcher chose the type of
research using qualitative methods and with descriptive research strategies and
interviews. The results of this study serve as a reference for CIAS' role as PPH,
with the obstacles encountered, of course, becoming the role of CIAS in carrying
out strategies to establish long-term cooperation and convince MSMEs who still
do not know about policies and procedures for obtaining halal certification.

Abstrak
Ditulis Lembaga CIAS merupakan suatu lembaga yang berdiri dibawah jurusan
Administrasi Publik yang berfokus pada pengembangan administrasi islam
salam pembangunan pranata sosial. Dengan berdasarkan pada peraturan
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja, Keputusan Kepala BPJPH No. 57 Tahun 2021, pedoman dalam Al-Quran
Surah Al-Baqoroh ayat 168 tentuya untuk menjadikan dasar CIAS dalam
mensosialisasikan kepada UMKM.. hal ini di karenakan lembaga CIAS punya
keterkaitan dengan PKH UIN yang memang sudah mendapatkan legalitas
langsung dari BPJPH. Dalam mnyelesaikannya dengan membaginya dari
pendapat Edward yang mengatakan bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi
implementasi kebiajakan diantara: Komunikasi , Sumber daya, Diposisi, Stuktur
birokrasi. Peneliti memilih Jenis Penelitian menggunakan Metode kualitatif dan
dengan Strategi Penelitian Deskriftif dan wawancara. Hasil dari Penelitian inilah
yang menjadi acuan peran CIAS sebagai PPH dengan hambatan yang dihadapi
tentunya mejadi peran CIAS dalam menjalani implementasi strategi untuk
menjalin kerja sama yang panjang serta meyakin UMKM yang masih belum
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mengetahui tentang kebijakan juga prosedur dalam mndapatkan sertifikasi
halal

Kata Kunci: Canter Islamic of Administration Studies, Halal, Sistem Jaminan
Produk Halal (SPJH), Sertifikasi Halal, Usaha Mikro Kecil Menengah ( UMKM)

Pendahuluan

Program sistem jaminan produk halal merupkan program yang di ciptakan pemerinta untuk
mengatasi masalah yang beredar dan akan di konsumsi oleh mansyrakat guna menjaga kesehatan
serta kesejahteraaan khususnya untuk usaha mikro kecil menengah yang dimana hal tersebut di
perkuat dengan adanya peraturan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan
Produk Halal, kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja, berisi mengenai peraturan yang diubah dengan mengadakan suatu Pasal yang mewajibkan
pelaku usaha mikro dan kecil untuk memiliki sertifikat halal bagi produk olahannya. Dari dasar
tersebutlah dikeluarkan suatu Perpu No.2 pada tahun 2022 yang dimana hal tersebut mewajibkan
para (Usaha Mikro Kecil Menengah) UMKM di indonesia harus memiliki sertifikasi halal apabila
ingin beredar di Indonesia. Maka pemerintah menekankan dalam menyebarluaskan pendamping
PPH untuk mendamping UMKM pada proses pengajuan sertifikasi halal untuk produknya.dengan
demikian dikarenakan Indonesia mayoritas penduduknya beragama islam. Maka semua produk
yang akan dipasarkan atau bahkan dikonsumsi masyarakat dijaikan prioritas perhatian lebih
terutama bagi masyarakat muslim. Kelayakan suatu produk baik itu makanan, minuman, obat-
obatan maupun kosmetik dengan landasan hukum syariat islam yang nantinya yang berguna bagi
kesehatan dhoir dan batin baik itu berbentuk ketentraman ataupun jasmani dan rohani.

Dengan adanya perhitungan mengenai kontribusi UMKM terbesar berada di sektor PPKP
dengan unit UMKM sebesar 49.58 % tentunya menjadi perhatian lenih dalam memberikan
Layanan Sertifikasi yang diberikan oleh pemerintah terdapat dua yakni pengajuan secara Regular
atau dikenal dengan pengajuan mandiri dimana pengajuan yang dilakukan dengan di damping
oleh PPH dengan biaya yang telah ditentukan dan pengajuan Self Declere , pegajuan inilah yang
dilakukan oleh relawan CIAS dalam melaksanakan perannya untuk membantu UMKM tanpa
memungut biaya dengan beberapa persyaratan dan tahapan yang perludilakukan oleh pemilik
UMKM pada saat barang jualannya akan di beri sertivikat halal sebagaimana pedoman yang telah
diatur dalam PMA No.20 tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Mikro dan Kecil
dengan syarat dan keentuan yang berlaku. Kemudian kegiatan sertifikasi halal tersebut dilakukan
dengan cara online dimana para pendamping yang akan mendaftarkan akan di minta untuk
memasuki data pelaku usaha pad-alaman https://ptsp.halal.go.id dengan memenuhi persyaratan
dan memiliki NIB .

Adapun yang penelitian yang ingin kami lakukan mengenai bagaimana peran Organisai CIAS
dalam membantu program Jmainan produk halal untuk UMKM , dengan ingin mengetahui
bagaimana peran CIAS dalam berkontribusi , apa kendala yang terjadi saat membantu
menjalankan proses program jaminan halal . Dengan demikian tentunya dalam penelitian ini
diharapkan dapat menambah pemahaman peneliti terkait organisasi CIAS , Jaminan Program
Halal ataupun UMKM yang dimana dalam peran anggota CIAS sebagai relawa dalam melakukan
pemberian jaminan halal terhadap UMKM memiliki banyak hambatan , kendala dan manfaatnya
bagi masyarakat menengah kebawah ataupun bagi peneliti.

Dengan uraian diatas peneliti merumuskan suatu masalah, bagaimana peran cias dalam
pengimplementasian produk jaminan halal UMKM? Dan bagaimana Strategi atau usaha yang
dilakukan CIAS dalam pengimplementasian produk jaminan halal tersebut? Dengan demikian
tujuan dalam penelitian ini ialah agar dapat mengetahseberapa pentingnya UMKM memiliki
sertifikasi halal dan membantu mengimplementasikan kebijakan pemerintah Peneliti tertarik
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untuk mengkaji secara mendalam mengenai pengimplementasian produk jaminan halal UMKM
karena pada saat ini banyak sekali makanan, minuman, kosmetik yang banyak beredar yang belum
jelas keamanan dan kehalalannya.

Tinjauan pustaka yang mendasar untuk penelitian ini berdasarkan pada SK Kepala BPJPH NO.
57 Tahun 2021, kemudian berdasarkan Pedoman dalam Al-Quran yang terdapat dalam Surah Al-
Baqoroh ayat 168 yang berkaitan dengan pemerintah Allah untuk memakan makanan yang
halalan thoyiban yang ada dibumi dan menjauhkan diri dari setan, serta dalam Surat Al Baqoroh
ayat 172 yang berisi tentang perintah Allah untuk orang beriman dalam memakan rezeki yang
baik yang telah diberikan dan hendaknya bersyukur kepada nikmat Allah. Kemudian dengan dasar
Peraturan Kemenag No.20 tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Mikro dan Kecil
dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, karna pada perturan disana pula dijelaskan secara
rinci terkait sertifikasi halal dalam mengelola dan melakukan penilaian ataupun dang proses
pengajuan slama proses sertivikasi halal berlangsung.

Dalam pengukuran capaian tujuan dari kebijakan penulis mengambil dari pendapat Edward
ada 4 faktor yang mempengaruhimplementasi kebiajakan diantara: a. Komunikasi, tentunya
ketika mengimplementasikan suatu kebijakan agar berjalan sesuai tujuan perlunya kominikasi
yang tepat yang nantinya implementors dapat mengetahui secara tepat ukuran ataupun tujuan
yang ingin dicapai dan tentunya kemampuan itu harus dimiliki sehingga dapat diterima dengan
jelas dan akurat sehingga berpengaruh kepada implementasi kebijakan. b. Sumber daya ,dalam
melaksanakan kebijakan tentunya perlu ada personel yang memiliki kualitas yang tinggi untuk
melaksanakan program dengan pembagian komponen yang berkualitas tentunya sumber daya
yang menguasai manajemen serta dalam menggunakan fasilitas yang diberikan. c. Diposisi,
keberhasilan dalam kebijakan tentunya juga berpengaruh pada sikap implementor baik dengan
kesadaran saat melaksanakan kebijakan , arahan pelaksaannya yang berhubungan dengan
penerimaan dan penolakan, dan intensitas yang didapatkan d. stuktur birokrasi, badan pelaksaan
suatu kebijakan tentunya akan berhubungan kepaa aturan serta pola hubungan dibangun dalam
organisasi yang nantinya akan berpengaruh terhadap jalannya kebijakan.

Penelitian ini mengambil dasar penelitian (Hamidah:2022) mengatakan bahwa didalam
proses sertifikasi tentunya memiliki hambatan yakni penyesuaian antar pihak yang pada awalnya
kegiatan ini dilaksanakan oleh LPPOM MUI Dkemudia pada akhirnaya inovasi dilakukan agar
dapat memberikan efektifitas pada lembaga baru yakni BPJPH yang bertugas sebagai lembaga ang
menerbitkan sertifikat halal dengan program program baru. Kemudian Berdasarkan penelitian
(Rahmadhani, A : 2022) dengan hasil implementasinya tidak efektif karna bebarapa hambatan
diantaranya Tidak semua pelaku usaha dapat dibantu karena jumlahnya yang sangat banyak dan
disesuaikan dengan anggaran yang ada. Program pelatihan WUB sangat membantu UMKM yang
memang masih dalam masa perkembangan untuk bisa melebarkan usahanya.

Dengan demikian peneliti menlakukan penelitian ini guna mendapatkan prngrtahuan
bagaimana peran relawan CIAS dalam membantu melaksanakan program system jaminan produk
halal untuk usaha mikro kecil menengah (UMKM) dengan mengetahui apa saja hambatan dalam
melaksanakan tugas tersebut dan bagaimana cara mereka dalam menyelesaikan permaslahan
yang berlaku.

Metode Penelitian

Penelitian menggunakan jenis penelitian yakni Metode kualitatif dan dengan Strategi
Penelitian Deskriftif dan wawancara, mewawancarai informan yang akuntabel sehingga informasi
yang didapat berupa pernyataan, keterangan atau data-data yang jelas dan akurat. Sebagaimana
yang telah dipahami bahwa Sugiyono (2009:15) penelitian pendekatan kualitatif didasarkan pada
filosofi post-positivis yang digunakan oleh peneliti untuk mempelajari keadaan objek-objek alam
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utama (bukan eksperimen). Sarana meliputi pengambilan sampel data yang ditargetkan dari
sumber data. Metode penelitian yang dilakukan dengan melihat dokumen peraturan ataupun
dokumen dokumentasi yang telah dilakukan , mewawancararai ketua CIAS dan anggota CIAS yang
merupakan pelaku PPH serta observasi .

Hasil dan Pembahasan
Struktur Birokrasi CIAS AP UIN Sunan Gunung Djati

Struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk menelaah mengenai kebijakan
publik. Implementasi kebijakan memiliki sifat yang kompleks sehingga perlu adanya kerja sama
dengan beberapa pihak adanya. Ketika tatanan birokrasi tidak kondusif dengan implementasi
dalam kebijakan, maka proses pelaksanaan kebijakan akan menjadi terhambat dan tidak efektif.
Peran CIAS dalam menjalankan dan membantu para usaha UMKM memiliki peran penting dan
menimbulkan antusias yang tinggi bagi para pelaku UMKM.

CIAS berperan sebagai sosialisator kebijakan sekaligus sebagai advocator pelaku usaha yang
mengajukan produknya. Dalam menjalankan programnya CIAS bekerjasama dengan Pusat Kajian
UIN Bandung yang didalamnya mengakomodir pelatihan-pelatihan untuk pendamping proses
produk halal tersebut. CIAS merupakan suatu lembaga yang berfokus pada pengembangan
administrasi islam dalam pembangunan pranata sosial. Sasaran kebijakan sertifikasi halal
orientasinya ke pembangunan industri halal agar setiap produk yang beredar dan diperjual
belikan harus mendapatkan legalitas dan sertifikasi halal berfatwa MUI.

Gambar 1

Referensi: Dokumentasi kerjasama lembaga CIAS dengan Lembaga Pelatihan Pendamping Halal (PKH)
UIN Bandung yang diselenggarakan paa tanggal (2022).

Sumber Daya CIAS AP UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Sumber daya merupakan masukan dalam organisasi sebagai suatu system yang bersifat
ekonomis dan teknologis. Secara ekonomis yaitu upaya sumber daya yang berhubungan dengan
biaya atau usaha yang dikeluarkan oleh suatu organisasi yang memiliki pertimbangan mengenai
nilai atau kemampuan dalam perubahannya menuju tujuan yang akan dicapai organisasi tersebut.
Sedang secara teknologis, sumberdaya berhubungan dengan kemampuan perubahan dari
organisasi”. (Tachjan, 2006:135). Lembaga CIAS bekerjasama dengan Pusat Kajian dengan halal
UIN Bandung yang bertugas untuk mengakomodir pelatihan-pelatihan untuk proses
pendampingan produk halal dan terus membersamai sampai pelaku UMKM mendapatkan
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sertifikat halalnya. Para anggota CIAS harus mengikuti pelatihan yang ditempuh dalam waktu
kurang lebih 20 jam agar mendapatkan sertifikat pendamping dan surat rekomendasi untuk
mendampingi UMKM.

Gambar 2

Sumber: Dokumentasi Pengarahan PPH CIAS untuk turun langsung ke lapangan mendampingi para
UMKM

Proses pengajuan sertifikasi halal dilakukan secara bertahap pada tahap awal anggota CIAS
harus mampu meyakinkan dan menjabarkan mengenai urgensi sertifikasi halal tersebut, setelah
pelaku usaha percaya dan mau mengajukan produknya untuk memiliki sertifikasi halal, pelaku
wajib memberikan data atau dokumen pribadi seperti KTP, NIM/Nomor Induk Berusaha dan
dokumen penting lainnya. Proses pengajuan sertifikasi halal kurang lebih 2-3 bulan dikarenakan
banyak sekali UMKM yang mendaftarkan produk mereka untuk mendapatkan sertifikasi halal.
Setelah sertifikat halal pelaku usaha muncul pihak CIAS tidak lepas tanggungjawab begitu saja
tetapi terus memfollow-up dan mengajukan Kembali sertifikat halalnya yang berlaku selama
empat tahun dan terus berkelanjutan seperti itu.

Disposisi CIAS AP UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Edward III dalam Agustinus (2006:159-160) disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri
dari 1) pengangkatan dalam suatu birokrasi merupakan disposisi atau sikap pada pelaksana yang
memunculkan hambatan yang berpengaruh pada suatu penerapan kebijakan jika pelaksana
tersebut tidak melakukan kebijakan berdasarkan keinginan pejabat yang lebih atas, 2) insentif
merupakan Upaya yang dilakukan oleh pelaksana agar pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang
diinginkan oleh para pejabat diatas. Pada proses sertifikasi halal hambatan yang sering terjadi
yaitu masih banyak masyarakat yang belum mengetahui urgensi dari pentingnya sertifikasi halal
tersebut sehingga para pendamping harus mampu mengedukasi dan menjadi sosialisator yang
baik bagi para pelaku usaha, selama proses Kerjasama dengan direktur PKH juga sdikit sulit untuk
mengatur jadwal dengan direktur PKHnya.

Program sertifikasi halal mendapatkan respon baik bagi masyarakat, banyak masyarakat yang
sangat antusias mendaftarkan produknya dikarenakan dengan memiliki produk sertifikasi halal
dapat menjadikan daya nilai produk yang mereka jual bisa lebih tinggi, namun, ada beberapa juga
masyarakat yang acuh tak acuh dengan program sertifikasi halal ini.

Komunikasi Kebijakan CIAS AP UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Menurut Agustino (2006:157); "komunikasi merupakan hal yang penting karena dapat
mempengaruhi implementasi kebijakan hal ini terjadi dikarenakan komunikasi sangat
menentukan berhasil atau tidaknya capaian implementasi kebijakan tersebut”. Komunikasi
sangat penting karena komunikasi merupakan proses penyampaian pesan atau informasi penting,
dalam proses sertifikasi mulai dari proses komunikasi CIAS central Islamic of Administration
Study kepada lembaga yang berwenang mengurus proses sertifikasi halal tersebut, atau proses
penyampaian pesan antara CIAS dengan pelaku usaha UMKM. Tanpa adanya komunikasi
informasi atau pesan menjadi tidak tersampaikan.
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Dalam hal ini pihak CIAS mengadakan soisialisasi dan pendampingan dibeberapa kegiatan
atau event yang bertujuan agar informasi tersebut bisa tersebar luas kepada para pelaku UMKM
mengenai proses sertifikasi halal tersebut. Lembaga CIAS tidak hanya mendampingi para UMKM
tapi bagaimana informasi mengenai kebijakannya dapat tersosialisasikan dengan masif. Selain
itu, strategi komunikasi yang dilakukan yaitu dengan cara membangun pendekatan emosional
dengan mengedukasi agar UMKM tersebut menyadari terkait urgensi dari adanya
pengimplementasian dalam sertifikasi halal ini.

Kesimpulan

Dari hasil dan pembahasan diatas CIAS berperan penting dalam membantu para pelaku
UMKM untuk mendapatkan sertifikat halal bagi produknya. Strategi yang dilakukan CIAS sebagai
sosialisator kepada masyarakat yakni memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat
mengenai urgensi sertifikasi halal tersebut. Sejauh ini sudah kurang lebih 50 UMKMyang telah
mendaftarkan sertifikasi halal. Para pelaku usaha banyak yangb antusias dengan program
sertifikasi halal ini karena Sebagian dari mereka yang sudah mendaftarkan produknya memiliki
daya nilai jual lebih. Namun, masih ada juga beberapa UMKM yang bersikap acuh taka uh dengan
program ini. Tetapi, Lembaga CIAS tetap mengedukasi dengan perlahan mengenai program
sertifikasi halal ini.
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